BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 124 TAHUN 2022 TENTANG

Menimbang

Mengingat

KEBIJAKAN AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

:a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan

keuangan daerah, perlu dilakukan penyempurnaan atas
kebijakan akuntansi yang berlaku di Kabupaten Sidoarjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

|

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2022
tentang Kebijakan Akuntansi;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat Il Surabaya dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2022 Nomor 3 Seri D);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 124 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN

AKUNTANSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Sidoarjo
Nomor 124 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita
Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 124 Tahun 2022), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam lampiran BAB IV angka 4.1.2. huruf A diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
4.1.
4.1.2.
A.

KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET
KAS DAN SETARA KAS

Definisi Kas dan Setara Kas

1

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo

simpanan di bank yang setiap saat dapat

digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah

daerah atau investasi jangka pendek yang sangat

likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas

dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank

yang setiap saat dapat digunakan untuk

membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas terdiri dari:

Kas di Kas Daerah;

Kas di Bendahara Penerimaan;

Kas di Bendahara Pengeluaran;

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

Kas di Dana BOS;

Kas Dana Kapitasi pada FKTP; dan

g. Kas Lainnya.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang

sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas

serta bebas dari risiko perubahan nilai yang

signifikan.

Setara kas terdiri dari:

a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito
kurang dari 3 (tiga) bulan;

b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat
likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Kartu pembayaran elektronik yang dikeluarkan

oleh Bank untuk pembelian Bahan Bakar Minyak

(BBM) merupakan bagian dari Kas, sehingga nilai

yang tersisa dalam kartu tersebut dicatat sebagai

Kas Lainnya pada akhir periode.
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2. Ketentuan dalam lampiran BAB IV angka 4.1.6. huruf A poin 3
dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:



BAB IV  KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

4.1. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET
4.1.6. PERSEDIAAN
A. Definisi Persediaan

1 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk
barang atau perlengkapan yang dimaksudkan
untuk mendukung kegiatan operasional
pemerintah daerah, dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2 Persediaan merupakan aset yang berwujud:

a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang
digunakan dalam rangka kegiatan operasional
Pemerintah Daerah;

b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang
digunakan dalam proses produksi;

c. Barang dalam  proses produksi yang
dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan
kepada masyarakat;

Barang yang disimpan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat dalam rangka
kegiatan pemerintahan

3. Dihapus.

3. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV angka 4.1.6. huruf C poin 7
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN
4.1. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET
4.1.6. PERSEDIAAN

C. Pengukuran Persediaan

1 Persediaan disajikan sebesar:

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan
pembelian. Biaya perolehan persediaan
meliputi  harga  pembelian, biaya
pengangkutan, biaya penanganan dan
biaya lainnya yang secara langsung dapat
dibebankan pada perolehan persediaan.
Potongan harga, rabat, dan lainnya yang
serupa mengurangi biaya perolehan.

b. Biaya standar apabila diperoleh dengan
memproduksi sendiri. Harga pokok
produksi persediaan meliputi biaya
langsung yang terkait dengan persediaan
yang diproduksi dan biaya tidak langsung
yang dialokasikan secara sistematis

c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara
lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar
persediaan meliputi nilai tukar aset atau
penyelesaian kewajiban antar pihak yang
memahami dan berkeinginan melakukan
transaksi wajar (arm length transaction).



2 Barang persediaan yang memiliki nilai
nominal dinilai sebesar biaya
perolehan/pembuatan.

3 Persediaan hewan dan tanaman yang
dikembangbiakkan dinilai dengan
menggunakan nilai wajar.

4 Metode pencatatan persediaan dilakukan
dengan:

a. Metode Perpetual
Metode perpetual, pencatatan dilakukan
setiap ada persediaan yang masuk dan
keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan
selalu ter-update. Digunakan untuk
mencatat jenis persediaan yang berkaitan
dengan operasional utama SKPD dan
sifatnya continues serta membutuhkan
kontrol yang besar, seperti obat-obatan di
RSUD dan Dinas Kesehatan dan asbuton
dan sejenisnya pada Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air.
b. Metode Periodik

Metode pencatatan persediaan dilakukan
secara periodik, maka pengukuran
persediaan pada saat periode
penyusunan laporan keuangan
dilakukan berdasarkan hasil
inventarisasi dengan menggunakan
harga perolehan terakhir/harga pokok
produksi terakhir/ nilai wajar.
Digunakan untuk mencatat persediaan
yang penggunaannya sulit diidentifikasi,
seperti Alat Tulis Kantor (ATK).

S Penilaian persediaan menggunakan metode
FIFO (First In First Out). Harga pokok dari
barang-barang yang pertama kali dibeli akan
menjadi harga barang yang digunakan/dijual
pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir
dihitung dimulai dari harga pembelian
terakhir.

6 Barang persediaan yang memiliki nilai
nominal yang dimaksudkan untuk dijual,
seperti karcis peron, dinilai sebesar biaya
perolehan/pembuatan benda berharga, bukan
sebesar nilai nominal karcis yang telah
diporporasi.

7. Persediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk
operasional pemerintah daerah dalam bentuk
kupon dicatat sebesar nilai nominal yang
tercantum dalam kupon.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 Juli 2023

BUPATI SIDOARJO,
ttd

AHMAD MUHDLOR
Diundangkan di Sidoarjo

pada tanggal 13 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 35

NOREG PERBUP : 35 TAHUN 2023



